
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi 
Kalirnantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 34); 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur 
Kalirnantan Barat Nomor 359/HK/2016 tentang 
Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan 
Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, perlu 
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah 
Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2015 ten tang 
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Ketenagakerjaan; 

Menimbang 

BUPATI KUBU RAYA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN 

KETENAGAKERJAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 
NO MOR 1 TAHUN 2017 

TENTANG 

BUPATI KUBU RAYA 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 



( 1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) 
dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (3) dan 
ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 
26 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 39 
ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), dikenakan sanksi 

Pasal 66 

3. Ketentuan Pasal 66 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

2. Ketentuan Pasal 63 dihapus. 

(1) Perusahaan Penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah 
wajib memiliki izin operasional dari Instansi yang bertanggungjawab 
di bidang ketenagakerjaan Provinsi berdasarkan Rekomendasi 
Instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan di 
daerah. 

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh Izin operasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 

(3) Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib mendaftarkan 
perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. 

(4) Dalam hal pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD 
bidang ketenagakerjaan. 

Pasal 26 

1. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 34) diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN 
KETENAGAKERJAAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 

dan 
BUPATI KUBU RAYA 

5. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 
359/HK/2016 tentang Pembatalan beberapa 
ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kubu 
Raya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Ketenagakerjaan; 



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINS! 
KALIMANTAN BARAT: ( r /2017) 

QOANG PRA SETYO 
LEMBARAN OAERA' KABUPATEN KUBU RAYA 
TAHUN __ :J.,.£[l -. NOMOR .1 -- 

Diundangkan di Sunga.ARa&as,n,rc :i.011 
Pada tanggal .. ~~ .... 9. ... · 
p~ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KU8IJ RA~ 

c 

(RUSMAN ALI 

Ditetapkan di Sungai Raya 
pada tanggal ~3 A9usfut 2017 
BUPATI KUBU RA YA, 

c:: ~ >- 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kubu Raya. 

Pasal II 

pidana kurungan paling lama 6 {enam) bulan dan/ atau denda 
paling banyak Rp. 50.000.000,- {lima puluh juta rupiah) kecuali jika 
ditentukan lain dalam perundang-undangan, 

(2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), 
tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak 
dan/ atau ganti kerugian kepada tenaga kerja/buruh. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan 
ke Kas Negara. 


